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Sengketa Kewenangan dalam UU Administrasi Pemerintahan

Sejak 17 Oktober 2014, Indonesia sudah semakin berkomitmen untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dahulu merupakan retorika ideal, telah
menjadi salah satu asas penting dalam hukum positif penyelenggaraan administrasi
pemerintahan di Indonesia. Administrasi Pemerintahan diterjemahkan sebagai tata
laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau
pejabat pemerintahan. Artinya, segala pengambilan keputusan dan/atau tindakan
oleh instansi pemerintahan dan pejabat harus didasarkan pada AUPB dan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan UU Administrasi Pemerintahan.

UU Administrasi Pemerintahan akhirnya memberikan kejelasan atas pelaksanaan
diskresi (freies ermessen) dalam bentuk keputusan dan/atau tindakan pejabat sesuai
dengan kewenangan. Sebelum berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, pejabat
pemerintahan selama ini khawatir diskresi dapat menimbulkan masalah di kemudian
hari, sehingga membiarkan terjadinya stagnasi pemerintahan. Dengan demikian,
apabila pejabat pemerintahan menghadapi suatu situasi nyata dimana peraturan
perundang-undangan tidak memberi kejelasan, tidak mengatur, atau tidak lengkap
mengatur, sehingga dikhawatirkan menimbulkan staganasi pemerintahan, maka
ruang diskresi keputusan dan/atau tindakan diberikan kepada pejabat pemerintahan
yang bersangkutan. Penggunaan diskresi tentu harus memerhatikan kewenangan

dan sesuai dengan tujuan diskresi dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Meskipun sudah ada titik terang pelaksanaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan,
UU Administrasi Pemerintahan tidak menjamin pelaksanaan diskresi akan bebas dari
sengketa. Pelaksanaan diskresi akan sangat berkaitan dengan kewenangan badan
atau pejabat pemerintahan, sehingga sangat mungkin terjadi permasalahan dalam

kewenangan pejabat pemerintahan. Atas dasar pertimbangan tersebut, legislator
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memasukan beberapa ketentuan Sengketa Kewenangan ke dalam UU Administrasi

Pemerintahan.

Sengketa Kewenangan dalam UU Administrasi Pemerintahan pada prinsipnya terjadi
ketika dua atau lebih pejabat pemerintahan mempermasalahkan ketidakjelasan atau
tumpang tindih kewenangan atas suatu urusan pemerintahan. Tentu yang menjadi
pertanyaan kewenangan seperti apa yang dimaksud UU Administrasi Pemerintahan?
Kewenangan adalah kekuasaan berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat yang
melekat pada pejabat untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan dalam
urusan pemerintahan atau publik.! Philipus M. Hadjon (1994) menyampaikan bahwa
setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat harus didasarkan pada kewenangan

yang sah, baik berdasarkan atribusi, delegasi, maupun mandat.2

Sengketa karena ketidakjelasan kewenangan dapat disebabkan dua pejabat atau
lebih diberikan kewenangan untuk bertindak dalam satu bidang urusan pemerintahan
yang terkait, tidak ada pembagian kewenangan secara jelas, atau bertindak sebagai
pejabat tidak definitif (pelaksana tugas). Contoh, mandat Presiden Rl kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai
Koordinator Investasi ( Chief Investment Officer). Sementara, kewenangan atributif di
bidang koordinasi investasi atau penanaman modal telah diberikan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Pelaksanaan kewenangan di bidang investasi tersebut mungkin
menimbulkan potensi sengketa kewenangan yang tentu menjadi perhatian dalam UU

Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan, sengketa karena tumpang-tindih kewenangan dua atau lebih pejabat

pemerintahan disebabkan karena pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan

! Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu
badan atau pejabat pemerintahan. Contoh kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan
Daerah, salah satunya kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Kewenangan delegasi
adalah pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab dari pejabat atasan kepada bawahan untuk melaksanakan
tugas atau fungsi tertentu. Contoh, Menteri sebagai Pengguna Anggaran melimpahkan wewenang pengelolaan
anggaran kepada Sekretaris Menteri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Kewenangan mandat adalah perintah
atau arahan pejabat atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu wewenang tertentu, tanpa mengalihkan
tanggung jawab pejabat pemberi mandat.

2 Teori kewenangan sah tersebut telah diakomodir dalam UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 Ayat (1).
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bersinggungan dengan kewenangan pejabat pemerintahan yang lain, sehingga

pelaksanaan kewenangan menjadi kurang efektif dan efisien. Contoh, Menteri
PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan diberikan kewenangan atributif untuk
melakukan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.? Tarik-menarik
kewenangan di bidang perencanaan penganggaran pembangunan nasional terjadi
karena dua pejabat pemerintahan bertindak dalam satu bidang urusan pemerintahan
yang saling bersinggungan, dimana pembagian kewenangan tidak didasarkan pada
proporsi yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Alhasil,
penyelenggaran perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional seringkali

tidak sinkron.

Diskresi Atasan Pejabat untuk Penyelesaian Sengketa Kewenangan
UU Administrasi Pemerintahan coba mengatur penyelesaian sengketa kewenangan
menggunakan prinsip “koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan”. Dapat dipahami

Pasal 16 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa Kewenangan dalam penggunaan
Kewenangan.

(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan, kewenangan penyelesaian Sengketa
Kewenangan berada pada antar atasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui koordinasi untuk
menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan
maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak merugikan keuangan negara,
aset negara, dan/atau lingkungan hidup.

(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada tingkat terakhir diputuskan oleh
Presiden.

(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga negara
diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup,
sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ketentuan koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan tersebut sebenarnya hanya
ketentuan obscura yang tidak memperjelas bagaimana penyelesaian sengekta
kewenangan. Apabila memahami contoh sengketa tumpang-tindih atas kewenangan
perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, sebenarnya koordinasi

telah dilakukan dan memang kesepakatan tidak mudah disepakati. Tindaklanjut dan

® Kewenangan atributif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.
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bagaimana peran Presiden dalam memutuskan sengketa kewenangan di lingkungan

pemerintahan juga belum jelas teknis pelaksanaannya. Wacana yang terjadi selama

ini adalah diterbitkannya Instruksi Presiden tentang Sinkronisasi Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional.

UU Administrasi Pemerintahan memerlukan penjabaran teknis untuk melaksanakan

ketentuan sengketa kewenangan. Cara dan alternatif penyelesaian sengketa pada

prinsipnya sudah dikenal, mulai dari negosiasi oleh dua pihak, mediasi yang dibantu

oleh pihak ketiga, hingga litigasi melalui badan peradilan umum. Perbandingan

karakteristik, keliebihan, dan kekurangan alternatif penyelesaian sengekta, dapat

ditinjau tabel berikut:

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Negosiasi Mediasi Konsiliasi Arbitrase Litigasi
Karakteristik Karakteristik Karakteristik Karakteristik Karakteristik

. Dilakukan oleh . Sukarela dan . Sukarela oleh para . Diperjanjikan oleh . Prosedur gugatan
para pihak sendiri diputuskan oleh pihak sendiri para pihak atau tuntutan oleh

. Keterlibatan para pihak sendiri . Dibantu konsiliator . Arbiter salah satu pihak
perasaan . Dibantu mediator yang lebih aktif memutuskan . Hakim

. Pembahasan yang bersifat memberikan perkara sesuai memutuskan
aspek posisi dan imparsial, tidak pendapat/punya bukti-bukti yang perkara sesuai

aspek kepentingan mengambil keahlian, imparsial, diajukan bukti-bukti yang
. Bargaining power keputusan tidak mengambil . Semi-formal diajukan
menentukan . Tidak formal keputusan . Pembahasan bukti- . Legal-formal
. Pembahasan . Tidak formal bukti untuk . Pembahasan bukti-
aspek kepentingan . Pembahasan menentukan bukti untuk
aspek kepentingan kebenaran menentukan
dari sudut ahli kebenaran
Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan Kelebihan
. Win-win solution . Win-win solution . Win-win solution . Rahasia . Kekuatan hukum
. Tidak ada campur . Rahasia . Rahasia . Tertutup . Efek jera
tangan pihak lain . Tertutup . Tertutup . Final & Binding . Kekuatan
. Biaya murah . Murah . Murah . Waktu relatif eksekutorial untuk

Jangka waktu

. Jangka waktu

singkat dan biaya

pelaksanaan

relatif cepat relatif cepat pasti
. Kontribusi ahli
Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan Kekurangan
. Perundingan bisa . Posisi bisa . Posisi bisa . Win-lose solution . Win-lose solution

berlarut-larut
. Posisi
menentukan, fake

it or leave it

menentukan hasil
kesepakatan
Tidak bersifat
eksekutorial,
kecuali dimintakan

Akta Perdamaian

menentukan hasil
kesepakatan

. Tidak bersifat
eksekutorial,
kecuali dimintakan

Akta Perdamaian

. Pelaksanaan oleh

para pihak sendiri

. Upaya hukum
. Biaya mahal dan

waktu lama
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Untuk sengketa kewenangan yang menyangkut keuangan negara, aset negara,

dan/atau lingkungan hidup, memang telah jelas cara penyelesaian sengketanya,
sebagaimana lazim dikaitkan dengan UU Keuangan Negara, UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dan UU Lingkungan Hidup. Selain hal-hal tersebut, maka
cara dan alternatif penyelesaian sengketa kewenangan belum jelas diatur dalam UU
Administrasi Pemerintahan. Artinya, dalam UU Administrasi Pemerintahan terbuka

peluang diskresi untuk aspek penyelesaian sengketa kewenangan.

Apakah suatu sengketa kewenangan yang diselesaikan dalam konteks koordinasi
untuk menghasilkan kesepakatan, baik dengan cara negosiasi, mediasi, ataupun
konsiliasi? Pilihan tersebut akan menjadi diskresi atasan pejabat pemerintahan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.
Dengan kata lain, atasan pejabat pemerintahan perlu berinisiatif memilih upaya
penyelesaian sengketa kewenangan, sehingga antara dua atau lebih pejabat yang

bersengketa dapat menghasilkan kesepakatan.

Tugas Penting Memberdayakan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Atasan pejabat mengemban peran dan tugas penting untuk memahami peta konflik
atau sengketa kewenangan yang timbul dalam administrasi pemerintahan. Masalah
administrasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan
ketidakjelasan dan tumpang-tindih kewenangan. Selain itu, keacuhan dan kurang
berdayanya peran atasan pejabat dalam manajemen penyelesaian sengketa
menyebabkan masalah atau sengketa kewenangan berlarut-larut dan tentu akan

merugikan kepentingan masyarakat.

Atasan pejabat harus menggali nilai musyarawah untuk mufakat dalam manajemen
penyelesaian sengketa. Nilai perdamaian, kesepakatan tanpa paksaan, AUPB, dan
kemanfaatan bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan atasan pejabat dalam
menyelesaikan sengketa kewenangan. Atasan pejabat juga sebaiknya mampu
memilih dan memberdayakan alternatif penyelesaian yang tepat, seperti mediasi

atau konsiliasi yang dimodifikasi agar sesuai konteks administrasi pemerintahan.
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Mediasi dan konsiliasi sejatinya adalah alternatif penyelesaian sengketa yang tidak

bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan. Mediasi dan konsiliasi adalah
perundingan antara dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan,
dengan dibantu oleh pihak ketiga yang imparsial atau memiliki kewenangan/keahlian.
Dalam konteks administrasi pemerintahan, mediasi atas sengketa kewenangan
dilakukan antara dua atau lebih pejabat yang bersengketa untuk memperoleh
kesepakatan dengan bantuan atasan pejabat selaku mediator. Apabila, diperlukan
atasan pejabat selaku mediator juga dapat berperan menjadi konsiliator yang aktif

memberikan pendapat sesuai kewenangannya sebagai atasan.

Konsep atas pemberdayaan mediasi dan konsiliasi atas sengketa kewenangan,

dapat dilihat dalam bagan berikut:

Penyelesaian Sengketa

Kewenangan
| |
Mediasi \ / Konsiliasi

1. Membentuk Tim Ad-Hoc dan/atau Unit 1. Membentuk Tim Ad-Hoc dan/atau Unit
Penyelesaian Sengketa; Penyelesaian Sengketa;

2. Atasan pejabat mentukan mediator atas 2. Atasan pejabat menjadi konsiliator
kesukarelaan para pejabat yang terhadap para pejabat yang bersengketa;
bersengketa; 3. Aturan, tempat dan waktu penyelesaian

3. Aturan, tempat dan waktu penyelesaian sengekta yang tidak mengganggu
sengekta yang tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan;
penyelenggaraan pemerintahan; 4. Atasan pejabat terlibat dalam proses

4.  Atasan pejabat tidak terlibat dalam proses konsiliasi, memberikan arahan sesuai
mediasi, turut mengawasi kelancaran kewenangan.
mediasi; 5. Kesepakatan para pejabat yang bersengketa

5. Kesepakatan para pejabat yang bersengketa ditetapkan oleh atasan pejabat (konsiliator)
dibuat oleh mediator dengan dengan mempertimbangkan syarat-syarat
mempertimbangkan syarat-syarat UU UU Administrasi Pemerintahan;
Adminsitrasi Pemerintahan; 6. Atasan pejabat selaku konsiliator

6. Mediator melaporkan hasil kesepakatan menindaklanjuti kesepakatan.

kepada atasan pejabat untuk
ditindaklanjuti.

Konsep penyelesaian sengketa tersebut dapat berlaku internal dalam satu instansi

permerintahan. Sesuai Pasal 16 Ayat (4), apabila sengketa kewenangan timbul di
tingkat akhir pimpinan instansi pemerintahan atau antarinstansi pemerintahan, maka

peran Presiden akan lebih strategis dan sangat krusial untuk memutuskan sengketa
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kewenangan. Sementara, jika lembaga negara menghadapi sengketa kewenangan,

maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam
UU Mahkamah Konstitusi dan telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Kesepakatan atas Sengketa Kewenangan

Kesepakatan yang lahir atas proses mediasi atau konsiliasi sengketa kewenangan,
mengikat para pejabat yang bersengketa. Pacfa sunt servanda adalah adagium
hukum yang berlaku terhadap para pejabat tersebut, yakni kesepakatan berlaku
sebagai hukum bagi para pembuatnya. Dalam hal ini, kembali muncul pertanyaan
sampai sejauh mana kesepakatan yang merupakan hubungan kontraktual perdata
dapat dilaksanakan dalam konteks administrasi pemerintahan? Apakah kesepakatan
tersebut akan menjadi kontrak perdata yang masuk dalam ranah publik? Instrumen
hukum apa yang tepat untuk melegitimasi kesepakatan dalam konteks administrasi
pemerintahan, bentuk keputusan atasan pejabat? Dapatkah upaya hukum dilakukan
atas kesepakatan dan instrumen hukum, baik gugatan perdata maupun gugatan
TUN?

Hingga saat tulisan ini dibuat, belum ada satu bentuk kesepakatan yang lahir atas
sengketa kewenangan oleh pejabat pemerintahan. Kenyataan tersebut terjadi karena
UU Administrasi Pemerintahan mengatur ketentuan sengketa kewenangan yang
tidak teknis operasional, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut memang
perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Latarbelakang masuknya ketentuan
sengketa kewenangan harus digali melalui risalah penjelasan (memorie van
toelicting) maupun melalui para penyusun dan penggagas UU Administrasi
Pemerintahan. Hal ini menurut penulis akan menjadi kajian yang perlu dipikirkan dan
ditentukan bagaimana teknis operasional dalam rangka pelaksanaan UU Adminstrasi

Pemerintahan yang lebih sempurna.



